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BUPATI ACEH BARAT DAYA 
PROVINSI ACEH 

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA 
NOMOR ( TAHUN 2024 

TENTANG 

PiiBRiAiv ivSEiNTi DAN KEi~DAHAN PENANAiMAN ii~AL 
DI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA 

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA 

BIIPATI ACEH BARAT DAYA_ 

, 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa dalam rangka menumbuhkan iklim investasi dan 
A-5....,a41.. st..l-+-1-.~- .1, . _, .-}  J  ,  1 j  

nit±±6n@iii~iii xi viii~iAial; z 2 7 7 : i  zczh:, hr:UC"a 

untuk mendorong peran masyarakat dan sektor swasta dalam 
pembangunan daerah melalui pemberian insentif dan/atau 
kemudahan investasi oien Pemerinan Daeran sebagimuaa 
dimaksud dalam Pasal 278 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah; 

b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah 
Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan 
Yer:dahgn Investasi di Daerah, Pemerintah Daerah dapat 
memberikan insentif dan/atau kemudahan investasi di daerah 
kepada masayarakat dan/atau penanaman . modal sesuai 
iewenang~11ya, 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a, dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati 
tentang Pemberian insentif an ieruan renanaxaan Mada! 
di Kabupaten Aceh Barat Daya; 

1 .  Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang +embentukan 
Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, 
Kabupaten cc Jya Kshnpaten Nagan Rava dan Kabupaten 
Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, 
Tambanan ie~ara Negara Ir 4179); 

2. Undang-Undang Nomor 1 1  Tahun 2006 tentang Pemerintahan 
Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62, 
Tambahan Lembaran Negara ivoror +63j; 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman 
Model [Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara epubi inaonesia 
Nomor 4724); 

± '-32.514.. Marr 3 Tahun 2014 tentang Pemerintahan t Adi4&d+Sy Aue · i i ='  7 i r  7 4 4  '  if  

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor ..._..,..:._ 1 }  ..,.,.;,,..1,1 .. : .. ,,... .. _ f, 1 s t.  1-;-1..,,_ __ .,.. 1 .. �,:: �;1Jh-9h tPrA,:khir 
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dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2022 tentang pa erja icrijad Un!an3 
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Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 
Nomor 41 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 68~j; 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6322); 

6 .  Peraturan Pemerintah Namar 24 Tohun 2010 tentang 
Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2021 ten tang 
Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko (Lembaran Negara 
epuoiik inonesia Tanun zui omor 1, ambanan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);  

8. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2021 tentang 
Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko di Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, 
Tamhahan Lemharan Negara Renuhilz Indonesia Jamar 66 1 9 ;  

9. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 Tentang 
Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan 
TT1 AA!!- I--'! 2.+ E e » e s ._ ,  . . 1 . . . .  ' - s ..  " _ . . . . : : ,  
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Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6619); 

i~.reraturan Presien ivomor 9 Tahun 2014 tentang 
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221); 

1 1 .  Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang 
Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 01 Namar 61 zebgeimera tr!ah di:bah 
dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 
te;ta%g Bang Usaa Fenanaan ivioaiiembaran iiegara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 128); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012 tentang 
Peoman Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Pemberian 

Kemudahan dalam Penanaman Modal di Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 930: 

13.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 
Imloeoeio Tl Qnt •• CA et-.-...'..a .• __. •  

' - - -  - - - - i -  i v =A i u  +p  +As5CA±Aioi±at t~iii (ifulicdlf 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 
20158 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negri F o r  6  Tanun 2i5 tentang embentukan Produk 
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 
Nomor 157); 

1+.  teraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 
2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu Daerah fBerite Neoare Penh1i1 12='T>1..-. 

2017 Nomor 1956); -------.­ 

15. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman 
Mada1 Peg1Mi. 'doz±sia Noor 5 Tan Z z i  

ten tang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan 
Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Betita Negara Republik 
K n e s i a  Tanun z~z iiomor 2133); 

16. Qanun Provinsi Aceh Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penanaman 
Modal (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 2l 
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Menetapkan 

17. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten 
hcen iiarat iaya (embaran iaoupaten ceh barat iaya 
Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh 
Barat Daya Nomor 112)sebagaimana telah 'diubah dengan 
Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 5 Tahun 2017 
tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya 
Namar 1G Tahun 016 tent@na Demhentlzan dan Suennan 

- . . - 

Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya (Lembaran Kabupaten 
Aceh Barat Daya Nomor 5 Tambahan Lembaran Kabupaten 

=el De4 Tee- !ta 19. 
i  we. i 6.  f f  4 4 4 4 4  S  «rd} 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN 
KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN ACEH BARAT 

DAYA. 

BAR I 
KETENTUAN UMUM 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
i .  abupaten ceh Barat Laya yang selanjutnya disebut 

Kabupaten adalah bagian dari daerah Provinsi Aceh sebagai 
suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan 
khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan 
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai 
dengon neratran perndeng-1ndnngpn dalam sister den 

prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
+ £ A r  es . . ' - . .  _. . - - - -  -  , - . . -. "  
i  i, yiii iijimiimi trtui cuIti Uupul. 

2. Pemerintahan Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut 
Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan 
pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten 
dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi 
dan kewenangan masing-masing. 

3. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Dayayang selanjutnya 
disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara 
pemerimtahan !rabu;paten yang trdri ahas bupat an 

perangkat kabupaten. 
4. Bupati Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut Bupati 

aialah kpaia pemerintan daeran kabupaten yang dipihih 
melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan 
asas langsung, umum, bebas, rahasia, iuiur, dan adil. 

o. L1as Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Barat Daya 
yang selaniutnva disebnt Dpmptsn Nker±rans ndzll 
Organisasi Perangkat Daerah sebagai unsur pembantu Bupati 
Aceh Barat Daya untuk menyelenggarakan urusan Pemerintah 
L u l o t e  a 1Ar-e; z . _ - + ,  . •  _ , ,  er » s 2 p p r  

· z i p - 1 2 ;  ti~ i~iii jw-kick«ctAicui Aiudi tiadli w l d y cdi 'k l  

terpadusatu pintu yang menjadi kewenangan kabupaten. 
6. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam 

A i ,  iai penanam modal alam negeni maupun penanam 
modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara 
Republik Indonesia khususnya di wilavah Kabunaten Aeh 
Barat Daya. 
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7. Penanam Modal adalah perseorangan atau bad.an usaha yang 
melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam 
modal alam negeri atau penanam modal asing. 

8. Pemberian lnsentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari 
Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Penanam 
Modal untuk meningkatkan penanaman modal di daerah. 

9. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas nonfiskal 
dari Demerintah Taerah kend Mggsasslzat rdn!ta! 
Penanam Modal untuk mempermudah setiap kegiatan investasi 
dan untuk meningkatkan penanaman modal di daerah. 

7 , ' 7  .es.5,1 + , 4 . . 1 . 1  7..4,'1. -+-11 .--.1 _ . + . 1  --.. 
i ii ,  i  ij«ii i.iii cii aiiioii iiniiui±iju4ci wijis Lat« iatii± yctit 

terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa 
berdasarkan undangundang, dengan tidak mendapatkan 
imbaian secara iangsung dan digunakan untuk keperiuan 
daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

1 1 .  Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah 
pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau 
pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau 
diherikan aleh Pemerintah Daerah ntk kepen+ingen orang 
pribadi atau badan. 

12. Industri Pionir adalah industri yang memiliki keterkaitan yang 
1 - - e  re:ea} ..1-' 4 . 1 , 1 .  . 1 .  1 . . . 4 . . . 1 ' ± .% .  
G4»5 ii4-A4+4.» AA1AM LONO1 AKA UniLiiL yadi}5 tit44i4, 

memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategi 
bagi perekonomian nasional. 

t3. usana iikro, Kecii, dan Menengah yang selanutnya disingkat 
UKM adalah kegiatan usaha atau bisnis yang dijalankan oleh 
individu, rumah tangga. maupun badan usaha kecil. 

14. Koperasi adalah badan hukum yang diberikan oleh orang 
perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan 
lzelzsspn par znggotznwn selggai mzda! rt:l zzrjzlzl5 

usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama 
dibidang ekonomi, sosial dan budaya sesuai dengan nilai dan 
-•~•••·--~· •- L/••• ~--· -·-- • 

±i11)4 nu\Cc±. 

15. Lokasi tertentu adalah usaha yang berada di daerah terpencil, 
daerah tertinggal, daerah perbatasan, dan/ atau berada di 
kawasan strategis tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

16. Perizinan khusus adalah nsaha yang memerlkan perizinan 
dari kementerian/lembaga tertentu sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

1 7  1cos a.d.ll 1..- 1.+-- =-=. 41 - 4 . ¢ .  .1. . - .  
-- -  ---i tr# wirA ±AA±AAAAA _y 44A4$ AA4/kl AI&AL 4i64l Li Lil}4 

perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan 
kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan 
ui5aha, yni tenuii aspirasi an kebutunan bersama 
dibidang ekonomi, sosial dan budaya sesuai dengan nilai dan 
prinsip koperasi. 

18. $umber Daya Lokai adalah setiap bentuk faktor produksi yang 
berdiri dari sumber daya alam, tenaga kerja, modal dan 
teknolopj, dan keahlian atan lerirans9hnan vv=no hare»rahs+ 

. ... - -  ,> - - - - - - - - - - - - -  

dari lokasi di daerah. 
19 .  Tenaga Kerja Lokal adalah penduduk yang berusia minimal 18 

[alases el.al 4.l.-. --.-., 141-.1.421, , .. . . . . - . . . .  T r . ± .  -t _ .  
c - i i- -  ·vij i+iii+ r sikiocincis «6445cdii ci t 44  Aflkd 

Penduduk. 
20. Tim Verifikasi dan Penilaian Pemberian Insentif dan 

eutanan ienanaman iiodai yang selanjutnya disebut Tim 
Verifikasi adalah tim yang ditunjuk dan ditetapkan oleh bupati 
untuk melaksanakan proses verifikasi dan penilaian dalam 
rangka pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal. 

( 
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2 1 .  Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya di 
singkat LKPM adalah laporan yang wajib di laporkan oleh 
perusaiaan atau proye-proyek investasi yang sedang berjalan 
ataupun yang sudah komersil secara bertahap ke pemerintah. 

22. Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Aceh Barat 

Daya yang selanjutnya disingkat RUPMK adalab dokumen 
perencanaan penanaman modal di Kabupaten Aceh Barat 
Daya 

23. Izin usaha adalah izin yang diterbitkan oleh lembaga OSS 
untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur 
au buiati/'walikota stciai pciai ~sakia ii"ii iii.ii 

pendaftaran. 
24. Sertifikat Standar Kesehatan Pengelolaan Industri Rumah 

Tangga yang seianjutnya disingkat SKP-IKT adalah jam1an 
tertulis yang diberikan oleh Bupati melalui Dinas yang 
melaksanakan urusan Kesehatan terhadap pangan hasil 
produksi industri rumah tangga yang telahmemenuhi 
persyaratan dan standar keamanan tertentu dalam rangka 
produksi dn peredaran rdt pang 

25. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah 
identitas resmi seorang penduduk sebagai bukti diri yang 
ditrbitkas kc irstansi plaksana jy<is ~eriaku di seirui 

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
26. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW 

acaiah TRW Kabupaten Aceh Barat Daya yang merupakan 
arah kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah yang 
dijadikan acuan untuk perencanaan iangka paniang di 

-� \. , .  4  -· � 

Kabupaten Aceh Barat Daya. 
27. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya 

dieieglzgt VN I a4dlcl e+alee341..a+ -1+3-++41-a..+­ 
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ekonomi Indonesia yang menghasilkan produk/output, baik 

berupa barang maupun jasa, berdasarkan lapangan usaha 
uituk ii€~eijian iestragamran onsep, einisi, an 

klasifikasi lapangan usaha dalam perkembangan dan 
pergeseran kegiatan ekonomi di Indonesia. 

BAB II 
MAKSUD DAN TU.JUAN 

Pasal 2 

( 1 )  Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah dalam 
rangka memberi petunjuk pelaksanaan pemberian insentif dan 
kc~u~aid enamaumnan moczi. 

(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah: 
a. memberikan kepastian prosedur pelaksanaan pemberian 

insentif 
dan kemndahan penanaman model: 

b. meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, 
ekonorni 
hc!la;tan di Daer; 

c. menciptakan lapangan kerja; 
d. meningkatkan kemampuan dan daya saing Daerah; 
c. menorong pengembangan ekonomi kerakyatan; dan 
f. mewujudkan kesejahteraan masyarakat. 
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BAB Ill 
RUANG LlNGKUP 

Pasal 3 

kriteria pemberian insentif dan kemudahan; 
pemohon; 
jaiiga wau an irekuensi; 
ta.ta cara pemberian insentif dan kemudahan penanaman 
modal; 
dasar penilaian; 
hak, kewajiban, dan tanggungjawab; 
pelaporan dan evaluasi; dan 
pembinaan dan pengawasan. 

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini mengatur hal-hal sebagai 
berikut: 

prinsip-prinsip; 
kewenangan; 
jenis usaha; 

a. 

b. 
c. 

d 

e. 
• f. 

8. 
h. 

1. 

J. 
k. 
1. 

PRINSIP-PRINSIP 

fasal 

Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal 

dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut: 
a. hukum yang mengandung pengertian meletakkan hukum dan 

ketentuan peraturan perundangen-zndgngen'scbagsi dsar 

pemerintah Daerah dalam setiap kebijakan • dan tindakan 
dalam pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal; 
] y e '  

•  !csctr: 5yang iii~iiig ~i&iii pciiuan yang sama 
terhadap penanaman modal tanpa memihak dan 
menguntungkan satu golongan, kelompok, atau skala usaha 
ertentu, 

c. transparasi yang mengandung pengertian' keterbukaan 
informasi dalam pemberian insentif dan kemndshan 
penanaman modal dan masyarakat luas; 

d. akuntabilitas yang mengandung pengertian bentuk 
pertanggungiawahan ate perberian insetif dan/ala 
pemberian kemudahan penanaman modal; 

e. efektif dan e:fisien, yang mengandung pengertian pertimbangan 
aIg rasinad daa ck~mis sci~a jaminan yang berdampak 
pada peningkatan produktivitas serta pelayanan publik. 

BAB V 

KEWENANGAN PENANAMAN MODAL 

Pasal 5 

( 1  Lntuk meningkatlan Paanaman Mcdz d kabapaen, 
Pemerintah Kabupaten dapat memberikan insentif dan / a tau 
kemudahan penanaman modal sesuai kewenangan dengan 

$ + 

I!if~ i i i  i~iuis au iemampuan Kapupaten. 

(2) Pemberian insentif dan/ atau kemudahan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bunati. 



BAB VI 
JENISUSAHA 

Pasal 6 

, 

\ 
.. , ,. # .,, 

s~ii» tiiiustin, 
sektor perdagangan; 
sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat; 
sektor kesehatan, obat, dan makanan; 
sektor pertanian; 
sektor transportasi; 
sektor lingkungan hidup; 
sektor pariwisata; dan 

(1) Pemerintah Kabupaten memprioritaskan pemberian insentif 
dan/atau pemberian kemudahan untuk jenis usaha tertentu 
to legit +auto~ 

(2) Jenis Usaha tertentu atau kegiatan tertentu sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) di atas, antara lain: ' 

usaia iii, ieuii, enengan uan aau operas1; 
usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan; 
usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya; 
usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu; 
usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus; 
usaha yang terbuka dalam ranpka penanaman modal yang 

memprioritaskan keunggulan Daerah; dan/atau 
usaha yang telah mendapatkan fasilitas penanaman modal 
dari geitak gt 

(3) Jenis Usaha yang dimaksud pada ayat (2) diatas meliputi: 
a. sektor perikanan; 
?. 

i. 

c. 

d. 

e. 
f. 
g. 

h. 

i. 

;. 3­ 

.. 

<. 
b. 

c. 
d. 
e. 
f. 

g. 

BAB VII 
ENT~ iiNENiiF DAN riviuiJhtAN 

r 

Pasal 7 

(1 )  Pemberian insentif dapat berbentuk: 
a. keringanan pniak daerah; 
b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi; 
c. pemberian bantuan modal kepada usaha mikro, kecil 

d. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha 
mikro, kecil, dan/atau koperasi di kabupaten; 

e. iantuan iasiiitas peia~nan vokasr usana miro, kecii, 
dan/atau koperasi di kabupaten; dan/atau 

f. bunga pinjaman rendah. 
(2) Pemberian kemudahan dapat berbentuk: 

a. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal; 
b. penvedin saran2 dan prsaran2° 

c. fas~litas penyedia lahan atau lokasi; 
d. pemberian bantuan teknis; 

f. 

w e l l  e  le t e r r -  • •  u  
'  wiii4it4r4 4444AA SM+Astuttk AA44At44 

melalui pelayanan terpadu satu pintu; 
kemudahan akses pemasaran hasil produksi; 

g. iemuaanan investas iangsung kontrukst; 
h .  kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan 

dalam peraturan perundang-undangan yang berootensi 
pada pembangunan daerah; 



i. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di 
kabupaten; 

j. kemuahan proses sertifikasi an standarisasi sesua 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

k. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil: 
I. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau 
m. fasilitas promosi sesuai dengan kewenangan daerah. 

(3\ Tata cara kegiatan pramaei sehageimana dimaled node mt 

(2) huruf m, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

Pasal8 

~ij reruoerian insentr aaiam benuuk keringanan pajak aeran an 

pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi daerah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 avat (1) huruf a dan b 
adalah sebagai berikut: 
a. keringanan pajak reklame paling banyak 50% (lima puluh 

nersen} dari nilai yang ihitung aleh tim serifilgsi 
pemrosesan izin reklame berlaku bagi badan usaha atau 
penanaman modal yang menimbulkan dampak positif bagi 

b. pembebasan biaya retribusi persetujuan bangunan gedung 
diberikan untuk bangunan gedung dengan fungsi usaha 
mikro, kecii, menengah danfatau koperasi dengan luas 
maksimal 1.300 m2 dan bangunan gedung cagar budaya. 

(2) Pemberian insentif dalam bentuk keringanan pajak reklame 

sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a diberikan paling 
banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak 
literhitlzan vim avian., rna \l-Alas·res All 0-.'.-- - � , .  ·-· ---��__.. ---..:..- .. ... ... ��---' , .,.  .  -.- . -.�-- · - - �  .;  ---=--o ,._..,_ ·---.......... _ ..... _ ..... _ � ¥""'4l:'C......,t' 

Nakertrans. 
(3) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  huruf a dengan 

ketetan jslah ivesiasi ya iiiii aiatas 

Rp10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk 
harga tanah dan bangunan. 

(ij remberan bantuan Modal kepada usaha mikro, kecil, 
dan/atau koperasi di kabupaten sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 7 avat ( 1 )  huruf c diberikan dalam rangka pengatn, 
keberlangsungan, dan pengembangan usaha mikro kecil dan 
koperasi sesuai dengan kemampuan kabupaten dan peraturan 

(5) Pemberian bantuan untuk riset dan pengembangan usaha 
untuk mikro, kecil, dan/ atau koperasi di kabupaten 
slagi6a imaksud aiam asai 7 ayat ( )  nurut d 

diberikan dalam bentuk membantu melakukan riset kelayakan 
usaha dan pengembangan usaha sesuai dengan kemampuan 
Kabupaten dan peraturan perundang-undangan. 

(6) Pemberian bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, 
kecil, dan/atau koperasi di kabnaten srhagaiman= dipl11¢ 

dalam Pasal 7 ayat ( 1 )  huruf e disesuaikan dengan kemampuan 
kabupaten dan disesuaikan dengan peraturan perundang- 

(7) Pemberian bunga pinjaman rendah sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f disesuaikan dengan peraturan 

~iii -uigan. 



t 
.'  

Pasal 9 

( i )  Pemberian kemudahan dalam bentuk penyediaan data dan 
informasi di bidang penanaman modal sebagaimhana dimaksud 
dalam Pasal 7 avat 2) huruf a berpa: 
a. data dan informasi tertulis dan/atau lisan; 
b. informasi/peta periwisata; 
¢ .  data dan inforasi tat grg rilrrgl lr;EE; 
d. data dan informasi rencana umum penanaman modal 

kabupaten; 
�--... ....,.,-� ....... ,,..�,�-..-- �- ,,-�-?.- .,-.. ./. �, ��..! __ ��- �-- ·-· ---· - -~-·.·: ~ ~ -t � e. ,:_ - - - 'l" - - 

• 1unaiia pu±au¥Ai Ai±± p1Mu1±Lt Lu[dLtII, Lill 

f. data dan informasi umum seperti brosur, buku profil, 
selebaran, dan informasi lainnya di bidang penanaman 
modal. 

(2) Pemberian kemudahan dalam bentuk penyediaan sarana dan 
prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 avat (2) huruf 

b adalah kemudahan dalam memperoleh saranadan prasarana 
penunjang antara lain prasarana umum, penyediaan fasilitasi 
air rinen dam eomitagsi egg.a.dam Uahas,la«a ?lwya 
kesehatan, pengelolaan persampahan dan penyediaan 
infrastruktur industri dan penunjang. 

• 'e.-.. -. . . . & . . -  -  8 ....  8 . . . -  ? 8 . •  .'  . .• +.' . . .- + - . -  •  . "  . - . "  
t} <A4Kao» 1 y e  Ac±i«± ck± ta») 2ULA3cu±4d4Act Lulic1±uIU 

dalam Pasal 7 ayat (2} huruf c adalah berupa mempennudah 
proses statuskepemilikan lahan, pemberian informasi dan data 
mengena 1anan dan lokKasi yang cocok untuk berisvestasi 
sesuai dengan RTRW, dan mediasi penyelesaian sengketa 
lahan. 

() Pemberian kemudahan dalam bentuk pemberian bantuan 
teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d 
zdal selg hertxk hyrtgr tekis mg <dikerla ala 

instansi atau pihak terkait sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan 
is~lip~ii a~p~~i ~Cija. 
a. bantuan tenaga ahli, relawan, dan mengundang tenaga 

magang; 
peningkatan sumber daya manusa; 
bantuan teknologi, sistem, dan aplikasi; 
hantan alat transportasi; 
bantuan mesin dan peralatan; dan/atau 
bantuan ruang kerja perkantoran sementara sebelum 

' \ 

w 
b. 

c. 

d. 
e. 
f. 

,. 

(5) 

Inda;at!z !zlasi tete 
Pemberian kemudahan dalam bentuk penyederhanaan dan 
percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu 

. • = . - - - - -  . ' . . .  r . 1 r  e-- f9 l»gr»f SaEu ptt Studt1id tut±cm +«cur»» ck s <+ ·  -, ------ 

e berupa: 
a. penyederhanaan persyaratan izin dalam pengurusan SPPL 

untuk usaha mikro kecil e inas/intansi ccrtis it~n1ya 

menggunakan NIB izin usaha dan mengisi formulir yang 

rdihntnhkan: 
b. penyederhanaan persyaratan perizinan dalam pengurusan 

SKP-IRT untuk usaha mikro kecil hanya menggunakan 
Ar 1.3-. -al. soi£lat enuuhthan keamanan pan9anl 
i 4  AAA . v i va  e  A w  

dan mengisi formulir yang dibutuhkan; 
c. mempermudah perizinan melalui sistem perizinan 

- r .. - - - - _ .  ..+­ tertcgras1 SeCrd tIturumin, w<11 

d. semua pengurusan perizinan diproses di Dpmptsp 
Nakertrans. 



------------ 

(6) Kemudahan akses pemasaran hasil produksi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f adalah berupa: 
a. tasihtasi kerjasama pemasaran hasil produksi dengan 

pengusaha besar; ' 
b f: il. . h ·1 d k · nJ'np n ffl'n · . taslitasi pemasaran asi! p r ot } ,  secara or line- .Jan o!line; 

c. penyediaan sarana dan prasarana pemasaran; dan/atau 
d. bentuk lainnya sesuai dengan peraturan perundang­ 

wndznzn erg brr!akz: daz !czanpan kapaten.. 
(7) Kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan 

dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada 
€~aiga a~pat~i se~againana imaksu aiam rasai 
7 ayat (2) huruf h adalah menyederhanakan perizinan, 
kelengkapan infrastruktur, dan insentif pajak. 

(] iemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf i adalah: 
a. menjaga dan meningkatkan kondusifitas wilavah: 

b. kepastian prosedur dan waktu pengurusan perizinan; dan 
c. memfasilitasi penyelesaian masalah yang timbul dalam 

ha»rtelex v e l u l v d  tee «to t«ye w e  .Ate4l­ 
r '  + s . . >  _ : L - ;  '  Lai i s  wts a w . A t 4  

pemerintah Kabupaten. 
(9) Kemudahan proses sertifikasi dan standarisasi sesuai dengan 

kiiii~ai pcraiui1 perunuang-unangan sebagaiana 
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf j adalah sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kemampuan 
Kabupaten. 

(10) Kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil 
sebagaimana dimaksud dalam Passl 7 5vat ()hrf k adalh 
memproses kemudahan untuk mendapatkan informasi tentang 
tenaga kerja siap pakai dan terampil dari instansi dan/atau 

( 1 1 )  Kemudahan akses pasokan bahan baku sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf l adalah memberikan 
i~rasi Dahan ~au yang iputunan an memiasitasl 
penyelesaian masalah dan/atau kendala dalam mengakses 
pasokan bahan baku. 

(12) Pemberian kemudahan dalam bentuk fasilitasi promosi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf m berupa: 
a memberikan jasa pendampin9an dri tim telknis; 

b. membantu mempromosikan produk dalam berbagai 
kegiatan promosi Pemerintah Kabupaten; 

Pemerintah Kabupaten; dan 
d . memberikan fasilitasi tempat untuk melakukan promosi. 

Pasal 10 

Pemerintah kabupaten memberikan insentif dan/ atau kemudahan 
penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 
berpedoman kenpada IJPMK dan/at2 hasi] kajjon yang 

mempertimbangkan potensi kabupaten dan nilai tambah 
kabupaten. 

Pasal 1 1  

remnerintan kabupaen apat memberian i {satu) atau lebih 
insentif dan kemudahan kepada penanam modal dan/ atau 
masyarakat, sesuai dengan banyaknya kriteria vang dipenuhi dan 
sesuai hasil penilaian tim verifikasi. 



BAB VIII 
KRITERIA PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN 

Pasal 12 

Pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan diberikan 
kepada penanam modal dan/atau masyarakat yang memenuhi 
kriteria 

a. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan 
masyarakat; 

Z. Ciera sagia bsar tenaga irja ioka, 
c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal; 
d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik; 
e. Iieuberikan konuripusi aiam penigkatan produk domestik 

regional bruto; 
f. berwawasan lingkungan dan berkelaniutan: 
g. pembangunan infrastruktur; 
h. melakukan industri/ alih teknologi.; 
i melakukan industri pianir; 
j. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan 

inovasi; 
!- 1..++ Jar.-us = s e a l .  ....3._. 1.,'! . s z - . .. . . _ -  ii5 iijtsE 
-. iii~iiiii iiisiiii Ki~iici iiiiii, k±, ±LCii4Ii±.cLcd D' H . G il .)  

1. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas 
nasional dan/atau kabupaten; 

m. berorientasi ekspor; danfatau 
n. melestarikan situs sejarah dan tata nilai budaya lokal. 

Pasal 13 

( l  Kriteri malailm rye«ilyye tr.d_ ..3.el.., 
j · 7 7 7 - >  tr ·  ii-~it r r a ti 4 A AA± A  

pendapatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
12 huruf a berlaku bagi badan usaha atau penanam modal 
an6 rcibulkan iapai posit bagi peningkatan 
perekonomian kabupaten. 

(2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  dengan 
ketentuan jumlah investasi yang dimiliki diatas 
Rp10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk 
harga tanah dan bangunan 

(3) Kriteria menyerap tenaga kerja Iokal sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 12 huruf b adalah jumlah tenaga kerja lokal yang 
digergr alias seRile&+ to4 4tt- ---t--'- . t-..  g g ; re  :.  %al 

s  i ii  w  ta A u «Gd « 4  4  u4if Chh '  

dibukti.kan dengan KTP yang domisilinya di Kabupaten. 
( 4) Kriteria menggunakan sebagian besar sumber daya lokal 

$ i i~ ai d  iiaksu air rasi iz nurui c aaalah bahan 

baku yang dipakai untuk kegiatan produksi berasal dari dalam 
kabupaten paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) dari 
oanan baku, yang dibuktikan dengan surat perjanjian 
kerjasama dengan pemasok bahan baku lokaL 

(5) Kriteria memberikan kontribnsi hagi peninglsten pe!ennr 

publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d adalah 
untuk bidang usaha yang merupakan pelayanan publik seperti 
relauavn ell~au«« ct.tt1_,- -+ - . - . + .  

' a . i f -  + t u  wk4 44A4 4 A 4 6Cf4  

(6) Kriteria memberikan kontribusi dalam peningkatan dalam 
peningkatan produk domestik regional bruto sebagaimana 
dialsu iaru pasai iz nurui e adalan penanam modal yang 

usahanya mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal. 
(7) Kriteria berwawasan lingkungan dan berkelanjutan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f adalah jenis 



. 

usaha yang tidak merusak lingkungan serta ekosistem dalam 
dan/ atau berdampak besar dan penting bagi lingkungan. 

j~j riteria pemoangunan inirastruktur sebaganana cimasud 

dalam Pasal 12 huruf g adalah penanam modal yang kegiatan 
usahanya mendukung Pemerintah Kabupaten dalam 
penyediaan infrastruktur atau sarana prasarana yang 
dibutuhkan, seperti perumahan, pasar, jalan/bahu jalan, 
trotoar. lahan narlzir iemhatan dan lain eehagaia 

- - .,;, ., 

(9) Kriteria melakukan alih teknologi clan berkelajutan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h adalah 
penaram mad! yans ssiatan ahas3ya I<iigrah hepaua 
teknologi baru. 

( 10) Kriteria melakukan Industri Pionir dan berkelanjutan 
sc~eugeueua inaisua aaiamn fasal i hurui i adalah 

penanam modal yang kegiatan usaha industrinya memiliki 

keterkaitan luas, menggunakan teknologi baru dan memiliki 
nilai strategis bagi perekonomian nasional dan daerah. 
Kriteria melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, 
dan inovasi eehagaimana dimaksud dalam Posa! 1 hgruyf j 

adalah penanam modal yang kegiatan usahanya bergerak 
dibidang penelitian dan pengembangan inovasi teknologi dalam 

(12} Kriteria bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, 
dan/atau koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 
hurui k aaian penanam modal yang kKegiatan usahanya 
bermitra dengan pengusaha mikro, kecil, menengah, dan/atau 
koperasi. 

(13) Kriteria melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program 
prioritas pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 12 huruf m adalah pen2nzm m!al yang 'egit; 
usahanya sesuai dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah, 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 

L y  $  r  w  

CU1{ua iii Mci€1igci iiara~, n rencana imum 
Penanaman Modal Daerah. 

(14) Kriteria berorientasi ekspor sebagaimana dimaksud dalam 

rasai iz huruf n adalah penanam modal yang hasil produksi 
kegiatan usahanya untuk dieskpor. 

BAB IX 

PEMOHON 

Pasal 14 

(1} Massara% dai/au penanam moa yang seang melakukan 

usaha dan akan melakukan perluasan usaha dapat 
mengajukan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal 

(j iiasyarakat dan/atau penanam modal yang baru mulai 
mendirikan usaha dapat mengajukan insentif dan/ a.tau 
kemudahan penanaman modal. 

BABX 

Pasal 15  

Pemberian insentif dan kemudahan Penanaman Modal dilakukan 
dalamjangka waktu dan frekuensi tertentu. 

f 

(11 )  



a 

Pasal 16 

euiggka wakuu an ireuensi iertentu pemoemian insenui an 
Kemudahan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 15, antara lain: 
a. pemberian insentif dan kemudahan kepada penanam modal 

baru paling banyak 2 (dua) kali dalam kurun waktu 5 (lima) 
tahun seiak heroperasinya kegiatan nsaha; 

b. pemberian insentif kepada penanam modal lama paling banyak 
2 (dua) kali saat usaha penanam modal mengalami kerugian 

c. pemberian kemudahan diberikan kepada penanam modal baru 
dan lama sepanjang badan usaha beroperasi; 

• jaiigia wadiu peuroscsan perononan sampa engan 
ditetapkan keputusan pemberian insentif dan kemudahan 
penanaman modal paling lama 6 (enam) bulan sejak 
permohonan diterima. 

BAB XI 
TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN 

PENANAMAN MODAL 

Pasal 17 

j iiasyrakat an/atau penanam modal menyampakan 
permohonan Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal 
kepada Bupati melalui DPMPTSP NAKERTRANS dan sesuai 
dengan KBLI yang diajukan dengan ketentuan: 
a. Resiko Rendah 

1 .  NIR: dan 
2. Pas foto berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 3 (tiga) 

lembar. 

1 .  NIB; 
2. Sertifikat Standar (SS) berupa pernyataan mandiri; dan 
• Fas ioto berwarna ukuran x6 cm sebanyak 33 (tiga) 

lembar. 
c. Resiko Menengah Tinggi (MT) 

1. NIB; 
2. Sertifikat Standart (SS) berupa pernyataan mandiri; 
3.  Pas phat he+wwsrna zkz»ran 46 cz s b k  {tiga 

lembar; 
4. Fotocopy pendirian dan perubahan dilengkapi dengan 

ass~ dasa €iusaiaen yang teian isankan oieh 
Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Jika 
berbentuk badan usaha); 

• Profit perusahaan (ika berbentuk badan usaha); 
6. Keterangan rencana kegiatan dalam bentuk diagram 

alur produksi (flowchart dilenokapi densan neniel=sen 

detail dengan mencantumkan bahan baku dan jika 
memungkinkan dipresentasekan di depan tim verifikasi 
nonilaiam (iil h a has 1 -  lA.- - -.-=4­  

d  w e  • . $  

7. Laporan perkembangan usaha bagi penanam modal 
yang sedang melakukan usaha dan akan melakukan 

1 • . .. -� • 

--+ii<i± uisiid i ucrvenu Dacan usaha), 
8. Jika bermitra dengan UMKM dan atau koperasi 

dilampirkan surat perjanjian keriasama (iika berbentuk 
baan usanaj; dan 



9. Bentuk dan jenis insentif dan/atau kemudahan 
investasi yang diinginkan (jika berbentuk badan usaha). 

d. esiko inggi 
1 .  NIB; 

2. Sertifikat Standart (SS) berupa pernvataan man6diri: 
3. Pas fhoto berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 3 (tiga) 

lembar; 
4 atcop endirian doer perhakas Rilg!pi derger 

anggaran dasar perusahaan yang telah disahkan oleh 
Kementrian Hukum 
.3..-. 3.7.8.. " rs ' ± " .  A', • • •  . . . - . 4 . , · . . . . t .  .  +  

iii iimni ciioi ii~itio±a {J±kc uciiciittin zittii Lctfit1, 

5. Profil perusahaan (jika berbentuk badan usaha); 
6. Keterangan rencana kegiatan dalam bentuk diagram 

aiur prouksi (flowchart iiengapi dengan penjelasan 
detail denganmencantumkan bahan baku dan jika 
memungkinkan dipresentasekan di depan tim verifikasi 
penilaian [jika berbentuk badan usaha); 

7. Laporan perkembangan usaha bagi penanam modal 
ang sedan melalkan eaha damn aknn elalzlzom 
perluasan usaha (jika berbentuk badan usaha); 

8. Jika bermitra dengan UMKM dan atau koperasi 
___.:, • '2  __ �--·-··· ··"- ... - • - 0.,  - - - -  ..  .,.,_.,:.... ....... - - . - • _  � • • .,,..,  __ ?�-, • .,..,_,...,, .,J.<1•!-.,... 11 _ .., _ �  . :;.. � - -- -  

ea 1  n1± 2u4±c pc±Ari rt±;<in4za tAnc ±Ai±4i&1r 

badan usaha); dan 
9. Bentuk dan jenis insentif dan/atau kemudahan 

mnvestasi yang dinginkan (ika berbentuk baan usaha). 
(2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ii. 

nA YI 

DASAR PENILAIAN 

(1) Berkas permohonan akan dikaji dan ditinjau lapangan oleh tim 

verifikasi penilaian pembeman msentif an kKemuanan 
penanaman modal sebelum diberi nilai. 

f) Lama waktu kaii dan tinjau lapangan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (l) paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah berkas 
permohonan diterima dan dinyatakan lengkap oleh loket 
. -  esi4 4'4. w we e - e ­  

(3) Apabila nilai hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  
tidak memenuhi kriteria, makan permohonan akan 
ixemain atau diolak a d g  la 7 { t }  hari 1erjp 

setelah berkas permohonan diterima dan dinyatakan lengkap 
oleh loket bagian penerimaan. 

• r 4 ' . . . . e , r t ; ­  (4j Format nilai sebagamana amasua pau ayat t J  v:·cc·+ 

pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
d=i Peratnran Bupati ini. 

(5) Pemerintah Daerah melalui tim verifikasi daiam melaksanakan 
penilaian Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman 
44-,At 11.clrv, lroaca 

. w e e  

a. jenis usaha; dan 
b. kriteria. 
·. • - . - - - . .  ' . - 1 . . .- .3  +1 1 1 )  nnartlzpn 
ienli&I&; SE&tr±iii ~iii@iii· j ·i• ii ' > ·  

bentuk dan besaran insentif dan/atau kemudahan yang akan 
diberikan kepada Penanam Modal. 

f 

l s  



,,. 

(7) Bentuk dan besaran Insentif dan/atau Kemudahan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada 
banyaknya kriteria yang dipenuhi oleh enanam Modal. 

(8) Pemerintah Daerah dalam memberikan { Insentif dan 
Kemudahan Penanaman Modal disesuaikan den9an: 
a. kemampuan daerah untuk memberikan insentif dan/atau 

kemudahan; 
h Uimerip keanggn penorog mg.yd! 

€ 4 

c. kinerja manajemen penanam modal; dan 
d. prospek usaha dari penanam modal yang mengajukan 

zero¥wnaii isen? a:ja~au keruaizam penanran 
modal. 

(9) Bupati memberikan surat persetujuan pemberian insentif dan 
kemuanan penanaman modal epada penanam modal yang 
dinilai layak sebagaimana format tercantum pada Lampiran III 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 

AP YII 

HAK, KEWAJIBAN, DAN TANGGUNG JAWAB 

Penerima insentif dan/atau kemudahan penanaman modal berhak 
untuk: 

a. mendapatkan informasi pelayanan pemberian insentif 
dan/atau kemudahan penanaman modal: 

b. mendapatkan insentif dan/atau kemudahan penanaman 
modal sesuai mekanisme yang telah ditetapkan; 

pengawasan dan pembinaan terhadap penanaman modal di 
kabupaten; dan 

e e e - t _ 

<. ii&iirjia: iii<st ii&si ~v~ids; irziit peritruukI1en) 

penerimaan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal. 

Pasal 20 

Penanam modal waiib: 

a. menerapkan tata prinsip tata kelola perusahaan yang baik; 
b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan; 
c. ·enyer;zi!ran praz eziata pznanzan zzcd 1spa 

Dpmptsp Nakertrans; 
d. menghormati karakteristik dan budaya kabupaten berdasarkan 

_ •  t  l  

ida ii±di 5i±an tsyrat yang rengius; Gan 

e. menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasai 21 

Setiap penanam modal bertanggng iawah: 
a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang 

tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang 

b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan 
kerugian jika penanam modal menghentikan, meninggalkan 
eias neiautrxan egaan usahanya secara sepihak sesuai 

dengan ketentuan perundangundangan; 

' ii 



c. menciptakan iklim usaha yang kondusif dengan persaingan 
usaha yang sehat, mencegah praktek monopoli dan hal lain 
yang merugkan negara/ aeran, 
menjaga kelestarian lingkungan hidup; 
menciptakan keselamatan. kesehatan. kenvamanan. dan 
kesejahteraan pekerja; 
menerapkan perinsip tata kelola perusahaan yang baik; 
tanaano iarah cneial dam limedzean vernhant 

%  ­  

membuat dan menyampaikan laporan perkembangan usaha ke 
dinas/instansi terkait; 

. t  

iil~FE Gail luii~ii<i<± ti<sic± ii<j ilk±y<izicu 

sekitar lokasi; dan 
mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan. 

BAB XIV 

PELAPORAN DAN EVALUASI 

Pasal 22 

•::---- ..-::., •,-��-:, ... � .... 'C �+ •�-.,a-,:; ! r+--, --:, -,a  " '  _.J. ••-,. �- • - • •  -  ,  •• • • - • • .  _ , ,  •  '.I  .  -,- ..,. - .a. • . •  ,,,r'". •• _.._ -....� I••"',••,.,._,, .. I� :.•• ,-, •••, : •.r 
4· A±AA r4» A i  A  A  1 4A R OR A  A I 9 A  ¥ti} ±it44424i0 ±±2L±LA± 

dan/atau kemudahan penanaman modal wajib menyampaikan 
laporan secara tertulis kepada bupati mlalui Dpmptsp 
Nakertrans paling sedikt I {satu) kali setahun, 

b. format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  tercantum 
pada Lampiran IV vang merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; 

c. bupati menyampaikan laporan pelaksanaan pemberian insentif 
lam lat@u aherin, lcesgelalos egg_ vc3al ; 

r ------..--- .... ..--- ....... 

kabupaten kepada gubernur setiap l (satu) tahun sekali. 

Evaluasi pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman 
modal, sebagai berikut: 
a. bupati melakukan evaluasi terhadap masyarakat dan/ atau 

penanam modal vang memproleh insentif dan kemndahn 
penanaman modal melalui tim verifikasi setiap l {satu) tahun 
sekali; 
pemberizn ire=tf da/ta: ezdaha penaaa7 Ia}a 

dapat ditinjau kembali apabila berdasarkan evaluasi tidak lagi 
memenuhi kriteria pemberian insentif dan /atau kemudahan 
�� -.- � �- �-- , � '  -- - -- -� . �'1' -r ' - - - -r , - 

ik±ct tu uu uertentangan aengan ketentuan 
perundang-undangan; 

c. bupati menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP 
pelaksanaan pemberian insentif dan/atau kemudahan 
penanaman modal; 

d. SOP sebasaimana dimksnd nadz hnrf r ditstznlcn melohi 

Keputusan Bupati; 
e. dalam pelaksanaan evaluasi pemberian insentif dan/ a tau 

lrcvval«le«w c o -  t 1 . e - - A  A  " _ . , '  ±  

-= - - b - " "  w k  rut 4g444 4ii47CtCdftd4 tck±±putt4L4 

penanam modal, bupati melakukan verifikasi; 
f. verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf e, dilakukan oleh 

Tu veriiiasi remoeran insentit an hemudaban 'enanaman 
Modal; 

I 

t Pelaporan pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman 
modal, sebagai berikut: 

d. 

·� e. 

£. 
a 
� 

h. 

A 

J.  



: 

g. Tim Verifikasi Pemberian lnsentif dan Kemudahan Penanaman 
Modal sebagaimana dimaksud pada huruf f ditetapkan melalui 
eputusan supat. 

BABXV 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

(1) Bupati melaksanakan pernbinaan dari pengawasan 
pc'ks cbcriai insert? dam;aid ieiuuieain 

penanaman modal kepada masyarakat dan/atau penanam 
modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 
unangan. 

(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) secara teknis dilakukan oleh Dpmptsp Nakertrans bersama­ 
sama dengan instansi terkait dan/atau tim verifikasi. 

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
«ecara her!ala eetir 6 (enam] kyxlnn zelzl 

(4) Dpmptsp Nakertrans menyampaikan laporan hasil pengawasan 
secara tertulis kepada bupati setiap l (satu) tahun sekali. 

Pasal 25 

Lprptsp Nakertrans melaksanakan pengendalian pemantauan, 
pembinaan, dan pengawasan penanaman modal dilaporkan 
kepada bupati secara berkala. 

Pasal 26 

Pengendalian sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 dilakukan 
secara berkala setiap 3 (tiga) bulan untuk perusahaan yang masih 
dlas; ti~ kosii,si {tap pea~angunanj, aan seap b 
(enam) bulan untuk perusahaan yang dalam tahap 
produksi/operasi/komersial. 

Pasal 27 

( 1 )  Hasil pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 
secara berkala berupa LKPM dilakukan secara dalam jaringan 
(+la«el au l a c  «-e-- =. t ,  1 1 ,  1 _  _ _  

--j di>j ii we i t i « ski  sec« ii4±AA 44AAit4AA$th±±±ti± 

secara daring bagi perusahaan yang wajib LKPM dan laporan 
perkembangan usaha bentuk lainnya bagi usaha yang tidak 

. . .  

w ju1i 1AI I. 

(2) Dalam hal belum dimungkinkan secara daring sebagaimana 
dimaksud pada ayat (l) masyarakat dan/atau penanam modal 
dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP NAKERTRANS. 

AB XVI 
KETENTUAN LAIN 

r+. 1 « 
64 «MM 4 « 4  

Ketentuan pelaksanaan kegiatan penanaman modal terhadap 
peierian insenar udak beriaku bagi penanam modal asing. 



BAB XVII 
PENUTUP 

Pasal 29 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

oar setian orang menaetahinva memrintahlam nengydgr 
- - _. - .... 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Aceh Barat Daya. 

itetapan ci Blangpidie 

pa.da anesza!±, ,4,1, 2024 
2j 7AUr1445 H 

f Pi. BUPATT ACEH BARAT DAYAO) 

-71lee 
v r s  
L'(±IL±vs/44 

Diuagtan di Biangpie 
pada tan gs + !.2,)'ti, 2024 M 

22= Ar 1445 H 
1 

A SEKRETARIS DAERAH 
l KARUIPATEN ACH RARAT nAvA / 
t ' 

• SALMAN lLFARII 

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2024 NOMOR ( 



Lampiran I :  Peraturan Bupati Aceh Barat Daya 

Nomor 1 Tahun 2024 

tares1-c.{e 
2.wW 7? 1 4 4 5  H  

FORMAT SURAT PERMOHONAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN 
PENANAMAN MODAL 

KOP PERUSAHAAN 

Lampiran 
Hal 

' ·. • • · l · • - • I  •  ·  •  

:  1  (satu) berkas 
: Permohonan Persetujuan 

ivienapatan insentif an 

Kemudahan Penanaman 
Modal 

Kepada Yth, 
Bupat1 Aceh arat Daya 
u.p. Kepala DPMPTSP dan 
NAKERTRANS 

di­ 

�--::• - �-·· ---- ;11., ,·, --- .·, -· 
4A1fk4± 44444144<% 

Berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor • . .  Tahun 2023 
tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Aceh 
barat Laya, bersama ini kam: 

Nama Perusahaan/Pengusaha : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
NIB 
Bidang Usaha 

Lokasi Usaha 

Telp/Fax/Hp.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Email . 

ii<nigjuasi pi~ii0ii1 trtiui ttxupatan insentii an erutanan 
penanaman modal di Kabupaten Aceh Barat Daya dalam bentuk: 

. 

• • • • •  •  •  •  •  •  a  a . . a a  

:  JI. . 

I. 

{ 1 
2 

3 

·- 4 

5 

6 

Pemberian Insentif 

] Keringanan pajak daerah 
. Peng ran, , k erin gan an  atau mbebasan retribusi daerah 

Pemberian bantuan modal 

I Bantuan fasilitasi vokasi i Bunga pinjaman daerah 

Il. Pemberian Kemudahan 

1 Penediaan data dan informasi dibidan nanaman modal 
4 

3 

4 

% 
5 

6 
r; 

8 
9 

~ 1 1  

reneciaan sarana aan asarana 
I Pendam in an fasilitasi romosi 
} Percepatan pemberian/proses perizinan 
Pemberian bantuan teknis 
Kemudahan akses emasaran hasil roduksi 

Pemberian ken amanan dan keamanan berinvestasi 
] Kemudahan oses sertifikasi dan standarisasi 
hemucanan askses tenaga_kK@ 

I Kemudahan asokan bahan baku 



¢ 

Sebagai bahan pertimbangan Bapak, kami lampirkan berkas: 

IzinUsaha I  

a  

tu ± 

d  

<i~ii"is.cilia cii 

Pas Foto berwarna ukuran 4x6 sebanvak (empat) Lembar I 

1
-Fotocopy akta pendirian dan peru bahannya dilengkap1 dengan l 
anggaran dasar perusahaan yang telah disahkan kementrian 

. Hknm dan HAM 

l Profil perusahaan --------------------1 

Keteran an rencana ke iatan 'Dia am Alir Flow Cart 

� 
L 

2 
3 

1 4  

1¥1 5 

6 
L '  

IA; 
LC1an 

terimakasih. 
permohonan kami, atas persetujuan Bapak kami ucapkan 

4 
\- · ·  . .  · · · · ·  •/ 

/P. BUPATI ACEH BARAT DAYA¢ 
o = 

7\4ytjc 

DARMANSAH 
tt . .  
$  

�  

I  

I" 



Lampiran II: Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor { Tahun 2024 
"I3»6a.# 

FORMAT ENLLAIAN 

1 

3 

2 

1 

3 

2 

2 

3 

2 

3 
1 

2 

e B 
total l modal 

kurang 

Rumah Sakit minimal Ti 
Pertumbuhan nilai 
produksi penanam 
meningkat rata-rata 
5{/talum 

(2) Jumlah investasi ! 
Rp.15.000.000.000,- sampai 
e n ;an  ,«.z0.~~.&~~,~~0,- 1  

(3) Jumlah investasi lebih dari 
Rp.20.000.000.000,­ 

(1) Jumlah tenaga kerja lokal dan 
daerah sekitar yang; diserap 
510/ 

-------�---�---; Jumlah tenaga kerja lokal an daerah sekitar yang diserap 
51% an, <0% Jumlah tenaga kerja lokal dan 
daerah sekitar yang diserap 

l lebih >60% 

(3 

Kesiatn gnha l 4 1 )  1V1 + 5 1» / 1 + + » , - / 1 1 2 1 - 1 : -- > 1 ­  
.l,  •  w e . w «4  Ai 

yang membantu ] ( 2 )  Perguruan Tinggi Akademik pelayanan publik dan non Akademik 
. 

itIeAkreuitasl 

Memberikan 
dampak 
tsrhsdg 

peningkatan 
pendapatan rata­ 
.+ ' • e a 

1
1  ct.let 1.Ud.i::>.i c::U\.d.L U.l 

sekitar lokasi 
usaha 
Penggunaan 
tenaga kerja 
lakal yang 

I. 
dipekerjakan I (2) 
pada kegiatan I 

' r e l  
. 4..%AA  A  

(3) 

Penanaman { ( 1 )  Rasio total biaya bahan baku 
Modal dari snmber loll 40% sarei menggunakan � an 50% 

z..ya ggwyg":?: 
- -- - - =A +  or+ A4 LMAi4A DAI « ~ l) dibandingkan den an 60% 

l-----"""------'---------+------1 bahan baku (3) Rasio total biaya bahan baku 
ya iamiomi! dari sumber lokal lebih darai 

I 
dari luar daerah / 60% 
yang digunakan l 

I 
dalam kegiatan 
usahan a 

I Peningkatan ( 1) 

I 
tota1 produksi 
penanam modal I 
baik -1a%., ' berK1raant i 

) maupun (2) Nilai total produksi penanam ! 
realisasi nya ] modal meningkat antara 5%­ 

tu tciuii 

5 ;Memberikan 

!. 
=ousi 
peningkatan 

!' produk 
, domestik 
regional b r o  

3  [Menggunakan 
l  sebagaian 

j besar sumber 
; daya lokal 
I 

2 Menyerap 
sebagaian 
hesar tena9a 

! kerja lokal 

I 

} publik 

4 Memberikan 
[ kontribusi bagi ] peningkatan 

zalogon 
/ a a  

I  

[ N O T  VARIABEL ]Member@an 
kontribusi 
troleo+ 

- - ._._ --"--- .. - 
peningkatan 
pendapatan 

I =n•yiufu.4, 

, 

1 

3 

2 

Memiliki dokumen AMDAL, ] 
UKL-UPL I 

Memiliki Dokumen AMDAL, ] 
UKL-UPL namun tidak 
we .  e «  

iii<iii uiiaiig itupnya 
Produksi Bersi 

(3) Nilai total produksi penanam 
modal meningkat lebih dari 
LU%/tahin ] ] Kegiatan usaha (1) 

tidak merusak 
; lingkungan serta (2) 
I ekosisten alam / 

dan/ata1 

berdampak [ 

6 I Berwawasan 
lingkungan 

i can 
[ berkelanjutan 
' I 



besar 
penting 
nngungan 

dan (3) Memiliki Dokumen AMDAL, 
bagi UKL-UPL dan melakukan daur 

uiang impannya [rrouuksi 
Bersih 

3 

t 

it&<rt ~&iu it&si~ti 

1 

1 

1 

3 

untuk 

a, 2 

2  '  

I  

Kegiatan (1) Kegiatan usaha yang 

usahanya j menyertakan pembangunan l I 
mendukung ]__ FA$Os 4 -] 

EE.Te#rill 
ifastktr {G} Kegiain usaia j<is • 

atau sarana l menyertakan pembangunan 
prasarana yang FASUM dan FASOS 

qioutunkan [ 

iusri yang tij iegiatan usana ouan jens 

memiliki kegiatan usaha baru di I 
keterkaitan luas, .kabupaten Aceh Barat Dava _ 
memberi nilai (2) Kegiatan usaha baru di ! 

...l r e . ±  
tinggi, usaha baru nasional 
memperkenalkan (3) Kegiatan usah jenis kegiatan 

Kegiatan j ( 1)  Alih teknologi 
usahanva kebutuhan listrik 

I 
mengarah (2) Alih - teknologi 
kepada teknologi kebutuhan air bersih 

[ "ii"=a 
j ivicichttc± 

industri pionir 

8 Melakukan 
industri/alih 
teknologi 

7 Pembangunan 
infrastruktur 

J . . . . .  

1  

1  

3  

2  

2  

1  

1  

Kegiatan usaha litbang dan 
inovasi tapi tidak mengolah 

Kegiatan litbang dan inovasi 
mengolah potensi daerah serta 
men ntun kan ba · daerah 

mellln Ueoitac 

belum secara fun sional 

(2) Kegiatan usaha litbang dan I 
inovasi mengolah potensi 
.., .., 

uacradn 

(2) Kegiatan usaha 

(1) Kegiatan usaha yang 

dan 
1s » v s ­  

A5-i±cir4A 

inovasi teknologi (3) 
dalam mengelola 
potensr aerah 
Kegiatan 
usahanva 
melakukan 
kemitraan 

I Penanam modal (1 )  Kegiatan usaha sesuai dengan 

Zz::.. z ,{(ggu"uygpegaa  
<->  iii«ii iicii oscuci ttupdl d 

Rencana Tata 2 (dua dokumen erencanaan 

yang 

. i . . ., s i r <  
moo, ecn, '( eaiaa aaa %kl a 
1..ilcne.ng.at1 a1au melakukan kemitraan secara j' 

1-
koperasi fungsional dalam tahap 

- produksi nemsaran 

Bermitra 
dengan usaha 

mikro, kecil, 
menengah, 
2ta koneresi 

1 1  

memiliki nilai 
strategis bagi 

. I  Err"­ 
[ 10 Melaksanakan Kegiatan (1) 

I kegiatan usahanya 
penelitian. hergeral 
pengembangan dibidang 
dan inovasi penelitian 

I 
' 

-- I2 Melakukan 

I kegiatan 
usaha sesuai 

dengan 

•,• 



program Ruang Wilayah (3) Kegiatan usaha sesuai dengan 3 

prioritas Kabupaten Aceh 3 (tiga) dokumen atau lebih 
- � · -  - - •  

_ 

'  LL3i1u11Al DIAL Ly d, 

dan/atau Rencana 
kabupaten Pembangunan 

' 
i Jangka Panjang I ' 

l 
Daerah (RPJPD) 
Kahupaten Aceh 
Barat Daya, 
Rencana 
pa.hzng?ran 

Jangka , 
Menengah 
Daerah r.et tr. 

(IIILJ 

K.abupaten Aceh 

·- Barat Daya, 
Rencana Umum 
Penanaman 
Modal (RUPM 

Kabupaten Aceh 
Barat Daya, 

• 
aasr I strategis cepat 
tumbuh 

15 
«  •  

tiasii produksi () 16%-25% hasil produksi 1 pefoIicIILsI 

·- ekspor kegiatan usaha dieks r 
untuk diekspor (2) 25.1%-50% hasil prod1ksi 2 

dieks I 
(3) Diatas 50% hasil produksi ] 3 

c!<.c 

14 Melestarikan Kegiatan ' (  Kegiatan usaha tida.k I 

! situs sejarah usahanya l mendukung pelestarian situs 
• 4  

.  .. 

sejaran (an tata nila budaya t .4AA# LCtA AA±i«A± i1cit2»i±sci± 

I budaya lokal I situs sejarah dan Kabu aten Aceh Barat Da a 
tata nilai budaya (2) Kegiatan usaha memberikan 2 

4, 

dukungan i0ad l secara tidak 

I 
langsung terhadap pelestarian 
sits seinr den ±@te 2lg 

I ___ 
f  

budaya Kabupaten Aceh Barat ! 
Daya 
« r  -  

. .  

'  3 I  ' j  ±car<tr± bit1¢ uerKau 

I 
langsung dengan pelestarian 
situs sejarah dan tata nilai 

I 
oudaya Kabupaten Aceh Barat j 

e 
Daya 

Dika .. d di rifik ui tan iver asi pada tanggal, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Sekretaris, 

( 
� -- ,-  --· ,  

Anggota I, 

( ) 

Anggota Ill, 

Ketua, 

. . 

l · J 

Anggota II, 

( ,. ) 

Anggota dst, 

I, 



r 

------- 

( ) 

2. Skala Prioritas Penilaian 
Skala prioritas pemberian skor/nilai untuk pemberian insentif dan 
kemudahan penanaman modal di Kabupaten Aceh Barat Daya, sebagai 

a) Skor nilai antara 13-22 = prioritas rendah dapat diberikan insentif dan 
kemudahan penanaman modal minimal 

; &kr lai antara 23-32 = prioriias scanig di~er~an inseri 

kemudahan penanaman modal 
c) Skor nilai 2 33 = prioritas tinggi diberikan insentif 

emudahan penanaman modal 

f P. BUPATI ACEH BARAT DAYA0 

· le0et ­ 

. 
CAI1 

dan 



Lampiran III : Peraturan Bupati Aceh Barat Daya 
Nomor j Tahun 2024 
hares. ..,%%'%%e#.4 

22J ' "7 445 H 

FORMAT PERSETUJUAN PEMBERIAN INSENTIF 
DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL 

BFATi ACEH BARAT DAYA 

PERSETUJUAN PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL 
NOMOR: . . ./ . . .  /  . . .  /20 . . .  

Nama. Pern.AAhaa.n_f Pen.�1� . .h;:1, • . . . . . . . . . . . . . • . . .  , . ,  . . .  ,  . • . . . . . . .  ,  ,  ,  . , , , , ,  ,  .. 

NIB . · · · · · · · � · · · · · · · · · · · · · · · · • · 4 · • • · � · · · ·  � � � ,  .  
Bidang Usalia. : --� . 

( '  LalsasiUsata 

Nrw+ 

Modal 

- ¥ A i « i d  i l l . i i  a « . «. « i d « « « « « «  i « . « « « « « it « « d i  

Gampong Kee ; . 
·Email . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  �  .  

MEMUTUSKAN: 

MERATI · Techitung mlai tanggl . . . . . . - . - . . . - . . . . . . . - - . . . . . . .  merer!ran irzEztif 
dan kemudahan investasi, berupa: 

1 .  · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  
/  

.  . . . .  . . . . . « .  . . « . .  .. . . . . . .  .  .  a. . «. « « . . . . e .  

KEDUA 

3. ♦ ♦ •  • • •  •  • H .  •  •  • .  •  •  •  <  • .  • •  • • •  •  •  ♦  • •  • •  •  <  •  •  <  •  •  O •  •  •  •• •• • 

4. 

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan 
perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinva 
w • 

pg pA'gt A/II D A D A  rAVA 
a  a .  •  •  • • •  . . . . «  

\  . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . • • . • . • • . . . . . . .  J  

.. 

iembusan isampaikan kepada Yth: 
1. Menteri Investasi Republik Indonesia/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal 

Republik Indonesia di Jakarta; 
z. Gubernur Aceh di i3anda Ace; 

3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Barat Daya di Blangpidie; 
4. Arsip. 

Pi. BIJPATJ ACEH BARAT DAYA 

DARMANSAH 



Lampiran IV : Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor ± Tahun 2024 
..... 

Tanggal f .j(yi LUZ i 
72(w9Mi0446i1 445 H 

FORMAT LAPORAN 

1. I  Nama Perusahaan l :J  j  
;. 

j : I I 
2. I  Nomor Induk Berusaha 

3. . I Bidang Usaha 
' 

1 t 

4. Jumlah Tenaga Kerja Tetap [ I  
5  .Ienis insentif gng dinprnlah· 

. 

l a  

h 
7. Nilai omzet penjualan sebelum dan sesudah diperoleh insentif 

l a .  Omzet penjualan/nilai transaksi u sah a l :  sebeium ibenkan insentif 

I 
a. 
b. 

R­ 

[ 6 .  l%nisemudaha yans eroici: 

b. Omzet penjualan/nilai transaksi usaha : 
<et=ll dih.Klar ncntif 

- -- --� - -- --- l - 
Penggunaan insentif (beri tanda x pada kolom yang tersediaj 

• 
l' 
I I 

I 
- 

;, I l  
I  I  
l  

restrukturisasi mesin produksi 
Produksi 

Peningkatan kesejahteraan 
er-tr­ 
4 } «.4 y 4 A  

Penambahan biaya promosi 
Produk lainnya 

B. Pengelolaan Usaha 
1 .  Bidang Sumber Daya Manusia (SDMI 

a. Peningkatan kapasitas karyawan melalui pelatihan tematik; 
1) Jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan khusus sebelum 

memperoleh insentif • oreng; 

2) Jumlah karyawan yang mengilruti pelatihan khusus sesudah 
memperoleh insentif . . .  orang. 

h_ Doi.lrt 1 .. . . .A t. s ' . . % g r  i c t i  ea~nan umum: 
- - - - - - ey e  p"AAA. IcAl OA a i l  ·Cl.Ah i.hf' 

1) Jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan umum sebelum 
memperoleh insentif . . .  orang; 

2j utan Karyawan yang mengikuti pelatihan umum sesudah memperoleh insentif . . .  orang. 
2. Bidang Produksi 

a. Volume produksi sebelum diperoleh insentif; 



b. Volume produksi sesudah diperoleh insentif. 
3. Bidang Pemasaran 

a. voure prouk yang <ipasaran sebeium aiperoien insenui; 
1) Orientasi pasar dalam 1 (satu) provinsi; 
2) Orientasi pasar luar provinsi. 

b. Volume produk yang dipasarkan sesudah diperoleh insentif; 
1)  Orientasi pasar dalam 1 (satu) provinsi; 
2) Orientasi nasar luar nrovinsi 

C. Rencana Kegiatan Usaha 
1 .  Target ;rd:lei dar 

diperoleh insentif: 

3 

voume rrouKs volume Penualan 

• p;Aamno esala, la,iyo, A@le£RU.c> yr .le AR--..l.... +.-4..t- ., .s_., « 4K 4 7 · ;  «o · > - · ·  it-ii!>_} ji:''xz:<.j fiiiz iii iiiiijeiiriii if/l4ii ± i i 4 A 1 \ i t 4±  

insentif: 
a. Bidang perdagangan (sebutkan); 

±'.2.5.. 7,-. ' - . , 3 . , 5 , _ . ­  
ii. ivci _J<uoc (CLUtr~ti1j, 

c. Bidang pengolahan (sebutkan). 
3. Peningkatan kapasitas mesin/peralatan produk setelah diperoleh insentif 

(beri tanda x): 

a. Melalui perbaikan mesin £ 7 
b. Melalui penggantian sebagian mesin /peralatan prod1si 

/Pj. BUPATI ACEH BARAT DAYA, 

DARMANSAH 



Nomor : 100.2.2.6/9060/0TDA 

Sifat : Penting 
Lampiran:­ 

Hal : Persetujuan Penandatanganan 2 (dua) 

Rancangan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya. 

Jakarta, 22 Desember 2023 
Yth. Pj. Gubernur Aceh 

di ­ 
Tempat 

KEMENTERIAN DALAM NEGERI 
REPUBLIK INDONESIA 

Berkenaan dengan surat Sekretaris Daerah Aceh Nomor: 180/18116 dan Nomor: 180/18261 

masing-masing tanggal 1 3  Desember 2023 hal Mahon Persetujuan Penandatanganan 

Peraturan Bupati Aceh Barat Daya, dengan hormat bersama ini disampaikan hal-hal sebagai 
berikut: 

1 .  Melalui surat tersebut di atas, Sekretaris Daerah Aceh menyampaikan permohonan 

persetujuan bagi Pj. Bupati Aceh Barat Daya untuk melakukan penandatanganan terhadap 

2 (dua) Rancangan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya, yaitu: 
@ Rancangan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Pemberian lnsentif dan 

Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Aceh Barat Daya; dan 

b. Rancangan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Pemberian Tunjangan Khusus 
pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Barat 
Daya. 

2. Terhadap permohonan tersebut. telah dilakukan penelaahan/pengkajian dengan hasil sesuai 

dengan ketentuan Pasal 1 1 0  ayat ( 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 
188.34/3808/OTDA tanggal 2 Juni 2022 Hal Tata Cara Pemberian Persetujuan Pembahasan 
dan Penandatanganan Rancangan Peraturan Daerah serta Penandatanganan Rancangan 

Peraturan Kepala Daerah oleh Menteri Dalam Negeri bahwa Pj Bupati mempunyai tugas 

dan wewenang melakuan penandatanganan rancangan peraturan kepala daerah 
(ranperkada) setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri. 

3. Berpedoman pada ketentuan di atas, pada prinsipnya Pj. Bupati Aceh Barat Daya disetujui 

untuk melakukan penandatanganan terhadap 2 (dua) Rancangan Peraturan Bupati Aceh 

Barat Daya sebagaimana tersebut di atas, dengan ketentuan tidak bertentangan dengan 

kebijakan kepala daerah sebelumnya. 

4. Sehubungan dengan hal tersebut, diharapkan Pj. Gubernur Aceh sebagai Wakil Pemerintah 

Pusat menyampaikan hal dimaksud kepada Pj. Bupati Aceh Barat Daya. 

Demikian untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya. 

a.n. Menteri Dalam Negeri 

Direktur Jenderal 

Otonomi Daerah, 

II 
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh 
Direktur Jenderal Otonor Daerah 

Dr. Akmal Malik. M.Si 

Fembina Uama Maya (Nd) 
NIP. 197003161991011001 

Tembusan: 

1 .  Menteri Dalam Negeri; 

2. Penjabat Bupati Aceh Barat Daya. 

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatanganl secara elektronik 
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE sehingga tldak diperlukan tandatangan dengan stempel basah. 



PANCACITA 

P E M E R I N T A H  A C E H  

S E K R E T A R I A T  D A E R A H  
Jin. T. Nyak Arief No.219 Telp. (0651) 7551377 

BANDA ACEH 23144 

Nomor 

Sifat 
Lampiran 

Hal 

180/033 

Segera 
2(dua) Eks 

Persetujuan Penandatanganan 
2 (dua) Rancangan Peraturan 

Bupati Aceh Bara Daya.----­ 

Banda Aceh, 3Januari 2024 
21 Jumadil Akhir 1445 

Yang Terhormat, 

Pj. Bupati Aceh Barat Daya 

di ­  

Blangpidie 

I. Sehubungan dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.2.6/9060/OTDA 

tanggal 22 Desember 2023 perihal Persetujuan Penandatanganan 2 (dua) 

Rancangan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang: 

(@ Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Aceh 

Barat Daya; dan 

b. Pemberian Tunjangan Khusus pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa 

Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya, 

dapat kami sampaikan bahwa pad.a prinsipnya Penjabat Bupati Aceh Barat Daya 
telah disetujui untuk menetapkan/menandatangani Rancangan Peraturan Bupati 

dimaksud. 

2. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, diharapkan agar Saudara dapat segera 

menindal<lanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

3. Demikian dan terima kasih. 

A] �p:,.GUBERNUR ACEH r 
[ 3KRET ARI S  DAERAH, 

iasd.­ 
B=,SE,M.51 

PEN u MA MADYA 

NIP. 19670722 199603 1 002 


